BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Arah pembangunan nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah “Pemberdayaan”. Tentunya implementasinya sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan.

Sesuai dengan undang-undang No. 25 tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaannya diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Disyaratkan bahwa baik Pemerintah Kabupaten Maupun Pemerintah Provinsi wajib menyusun Dokumen Perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Sedangkan pada tingkat kelembagaan ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana pembangunan lima tahun dimana dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah, RPJP Daerah maupun RPJM Nasional dan RPJP Nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat juga mengacu pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun

[image: ] (
Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022
) (
10
)
2017-2022, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program / tugas pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban selama lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntuan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 adalahsebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404)
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Barat periode 2017-2022 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahun dengan berdasarkan pada kondisi, permasalahan, potensi dan prioritas serta kebutuhan daerah bagi pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Selain itu, renstra merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat diukur, sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :
a. Menjabarkan gambaran dan kondisi pembangunan bidang pemberdayaan masyrakat dan pekon.
b. Memudahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta kegiatan operasional tahunan
dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan	dan	Peluang	Pengembangan	Pelayanan Perangkat daerah
BABIIIPERMASALAHAN	DAN	ISU-ISU	STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

3.4 Telaahan	Rencana	Tata	Ruang	Wilayah	dan	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2016Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPekon mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pekon yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai fungsi antara lain :
a. Perumusan	kebijakan	di	bidang	pemberdayaan masyarakat dan pekon;
b. Pelaksanaan	kebijakan	di	bidang	pemberdayaan masyarakat dan pekon;
c. Pelaksanaan	evaluasi	dan	pelaporan	bidang pemberdayann masyarakat dan pekon;
d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyaitugas	mengkoordinasikan	dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan penyusunan program, evaluasi pelaporan.


Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai fungsi
:
a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dam kerumahtanggaan;
c. Pelayanan administrasi;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup sekretariat dan lingkup Dinas;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk	menyelenggarakan	tugas	tersebut	bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Penyiapan	bahan	rumusan	kebijakan	teknis	di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
c. Pelaksanaan	dan	pengkoordinasian	kegiatan	di bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
d. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.
Bidang Pembangunan Pekon

Bidang Pembangunan Pekon mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pembangunan pekon meliputi pendayagunaan teknologi

tepat guna, lomba pekon, karya bhakti TNI, TMMD TNI, gerbang desa, pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana pekon, pengisian profil pekon serta pembangunan ekonomi kawasan pekon.

Untuk	menyelenggarakan	tugas	tersebut	bidang Pembangunan Pekon mempunyai fungsi :
a. Penyiapanbahan rumusankebijakan teknis di bidang Pembangunan Pekon;
b. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan Pekon;
c. Penyiapan	bahan	penyelenggaraan	kegiatan	di bidang pembangunan pekon; dan
d. 	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembangunan pekon.
Bidang Pemerintahan Pekon

Bidang Pemerintahan Pekon mempunyai tugas merumuskandan melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemerintahan pekon.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Pemerintahan Pekon mempunyai fungsi :
a. Penyiapan	bahan	rumusan	kebijakan	teknis	di bidang Pemerintahan Pekon;
b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemerintahan Pekon;
c. Penyiapan	bahan	penyelenggaraan	kegiatan	di bidang pemerintahan pekon; dan
d. 	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan pekon.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang dengan rincian sebagai berikut :
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan
b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Pekon;
b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas SDM; dan
c. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Bidang Pembangunan Pekon, membawahi :
a. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna;
b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
c. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Pekon
5. Bidang Pemerintahan Pekon, membawahi :
a. Seksi Kelembagaan Pekon;
b. Seksi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Pekon; dan
c. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon.
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2.2. SUMBERDAYA OPD

2.2.1. SUMBERDAYA MANUSIA

Kondisi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.
Daftar Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat
	No
	
Unit Kerja
	Jumlah Pegawai

	
	
	PNS
	THLS

	
1.
	
Kepala Dinas
	
1
	
-

	
2.
	
Sekretariat
	
5
	
6

	
3.
	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	
7
	
3

	
4.
	
Bidang Pemerintahan Pekon
	
8
	
4

	
5.
	
Bidang Pembangunan Pekon
	
5
	
3

	Jumlah Aparatur
	26
	16



Sumberdaya manusia menjadi unsur penting dalam organisasi. Sebagai pemeran utama dalam menjalankan tugas pokok organisasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat melibatkan sumber daya manusia yang ada, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan lainnya, namun demikian diharapkan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing guna mensinergikan tujuan yang hendak dicapai. Berikut gambaran tingkat pendidikan pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat:

[image: ] (
Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022
) (
13
)
Tabel 2
Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat


	No
	Pendidikan
	Jumlah Pegawai

	
1.
	
Pasca Sarjana (S2)
	
5

	
2.
	
Sarjana (S1)
	
16

	
3.
	
Diploma III (D3)
	
2

	
4.
	
SLTA
	
3

	Jumlah Aparatur
	26 Orang



Tabel 3
Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon menurut Golongan Khusus untuk ASN


	No
	Pangkat/Golongan
	Jumlah Pegawai

	
1.
	
Pembina Utama Muda (IV/c)
	
-

	2.
	Pembina Tingkat I (IV/b)
	1

	3.
	Pembina (IV/a)
	3

	4.
	Penata Tingkat I (III/d)
	6

	5.
	Penata (III/c)
	7

	6.
	Penata Muda Tingkat I (III/b)
	4

	7.
	Penata Muda (III/a)
	4

	8.
	Pengatur Tingkat I (II/d)
	-

	9.
	Pengatur (II/c)
	1

	Jumlah Aparatur
	26 Orang



2.2.2. SARANA DAN PRASARANA
Sarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang kegiatannya adalah :
1. Gedung	: 1 Unit
2. Mini Bus Roda Empat : 3 Unit
3. Sepeda Motor	: 6 Unit
Prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam menunjang kegiatannya adalah :
1. Komputer	: 5Unit
2. Laptop	: 5Unit
3. Filling Kabinet	: 16 Unit
4. Lemari	: 6 Unit
5. Meja	: 42Unit
6. Kursi Lipat	: 60Unit
7. Kursi Putar	: 13 Unit
8. Diesel	: 1 Unit
9. Faximile	: 1 Unit
10. Mobile Filling	:   1 Unit
11. Sofa	:   2 Unit
12. Mesin Ketik	: 2 Unit
13. LCD Projector/Infocus : 1 Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat melaksanakan program dan kegiatan berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahan pekon, sesuai dengan urusan bidangnya yakni pemberdayaan masyarakat dan desa.
Adapun Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2012-2017 dan pencapaian target kinerja sebagai berikut :
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Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pencapaian target kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2012-2017

	



No
	
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
	

Targ et
NSP K
	

Ta rg et IK K
	
Targ et Indi kato r  Lain nya
	


Target Renstra Perngkat Daerah Tahun Ke
	


Realisasi Capaian Tahun Ke
	


Rasio Capaian Pada Tahun Ke

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	

1
	Persentase Pekon Berkembang (Berdasarkan Instrumen Evaluasi Perkembangan Pekon)
	
	
	
	

2,29 %
	

4,58%
	

6,87%
	

9,16%
	

11,45%
	

2,29 %
	

4,58%
	

6,87%
	

9,16%
	

11,45%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%

	
2
	Persentase BUMPekon Berkembang
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
0
	
3,82%
	
0
	
0
	
0
	
0
	
3,82%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%

	
3
	Persentase Pekon yang Melaksanakan Gotong Royong
	
	
	
	
0
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
0
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%

	4
	Persentase UP2K PKK aktif
	
	
	
	0
	0
	0
	2,29%
	4,58%
	0
	0
	0
	2,29%
	4,58%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	

5
	Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APBPekon Tepat Waktu
	
	
	
	
30%
	
40%
	
50%
	
60%
	
65%
	
30%
	
40%
	
50%
	
60%
	
65%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%

	6
	Persentase LHP Aktif
	
	
	
	30%
	40%
	50%
	60%
	65%
	30%
	40%
	50%
	60%
	65%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
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Indikator Kinerja : Persentase Pekon Berkembang (Berdasarkan Instrumen Evaluasi Perkembangan Pekon)
Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% yaitu 11,45%dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 11,45%.
Indikator Kinerja : Persentase BUMPekon Berkembang

Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% yaitu 3,82%dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 3,82%.
Indikator Kinerja : Persentase Pekon yang Melaksanakan Gotong Royong
Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% yaitu 100%dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 100%.
Indikator Kinerja : Persentase UP2K PKK aktif

Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% yaitu 4,58%dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 4,58%.
Indikator Kinerja : Persentase Pekon yang Menyampaikan Dokumen APBPekon Tepat Waktu
Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% yaitu 65%dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 65%.
Indikator Kinerja : Persentase LHP Aktif

Pencapaian target renstra sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% yaitu 65%dibandingkan target dalam Renstra selama 5 Tahun sebanyak 65%
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Tabel 5.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat

	

Uraian
	

Anggaran pada Tahun Ke
	

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke
	
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke
	
Rata - rata Pertumbuha n

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	201
3
	20
14
	20
15
	20
16
	20
17
	Angg aran
	Reali sasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
BELANJA LANGSUNG
	
3.760.20
9.200
	

2.779.894.000
	
3.051.452.200
	

4.755.230.606
	

5.542.862.400
	

3.633.723.188
	

2.713.201.170
	

2.974.239.470
	

4.691.573.515
	

5.272.442.827
	
97%
	
98
%
	97
,4
7
%
	98
,6
6
%
	95
,1
2
%
	
14,0
2%
	- 0,38
%

	Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
	
218.831.
000
	
189.675.100
	
244.605.000
	
264.605.000
	
287.675.000
	
216.469.781
	
183.993.350
	
241.505.170
	
252.139.949
	
282.840.982
	
99%
	
97
%
	98
,7
3
%
	95
,2
9
%
	98
,3
2
%
	
8,13
%
	- 0,14
%

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
paratur
	

102.430.
000
	

89.880.000
	

92.800.000
	

154.865.000
	

126.570.000
	

93.079.757
	

86.140.000
	

85.345.000
	

151.755.000
	

124.260.000
	

91%
	
96
%
	91
,9
7
%
	97
,9
9
%
	98
,1
7
%
	
9,90
%
	
2,01
%

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
	

10.000.0
00
	

10.000.000
	

10.000.000
	

65.000.000
	

65.000.000
	

10.000.000
	

10.000.000
	

10.000.000
	

50.537.588
	

7.740.000
	
100
%
	
10
0%
	
10
0
%
	
77
,7
5
%
	
11
,9
1
%
	
137,
50%
	
- 26,7
3%

	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD
	


9.100.00
0
	



9.100.000
	



215.700.000
	



56.700.000
	



103.900.000
	



9.099.900
	



9.100.000
	



215.700.000
	



56.700.000
	



103.890.600
	


100
%
	


10
0%
	

10
0
%
	

10
0,
00
%
	

99
,9
9
%
	


569,
97%
	


0,00
%

	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
	
1.614.73
6.200
	

552.785.000
	

480.947.300
	

651.653.606
	

671.577.400
	

1.537.707.800
	

551.362.500
	

475.649.600
	

648.990.007
	

667.131.000
	
95%
	
10
0%
	98
,9
0
%
	99
,5
9
%
	99
,3
4
%
	
- 10,0
5%
	
1,15
%
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Uraian
	

Anggaran pada Tahun Ke
	

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke
	
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke
	
Rata - rata Pertumbuha n

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	201
3
	20
14
	20
15
	20
16
	20
17
	Angg
aran
	Reali
sasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Program Pengembang an Lembaga Ekonomi
Pedesaan
	

-
	

-
	

-
	

135.367.000
	

175.000.000
	

-
	

-
	

-
	

132.387.000
	

172.829.210
	
	
	
	97
,8
0
%
	98
,7
6
%
	
29,2
8%
	
0,98
%

	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
	

1.298.42
1.050
	


1.672.693.000
	


950.826.900
	


694.581.500
	


899.520.000
	


1.291.155.000
	


1.617.784.800
	


889.821.500
	


674.139.020
	


864.146.032
	

99%
	

96,
72
%
	
93
,5
8
%
	
97
,0
6
%
	
96
,0
7
%
	

29,5
1%
	

- 0,71
%

	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintaha n Desa dan
Kelurahan
	

87.011.7
50
	


55.308.400
	


327.533.000
	


475.418.000
	


571.197.500
	


87.011.750
	


55.288.400
	


327.325.500
	


472.918.000
	


488.553.803
	

100
%
	

10
0%
	
99
,9
4
%
	
99
,4
7
%
	
85
,5
3
%
	

130,
26%
	

- 3,64
%

	Program Peningkatan Peran Perempuan
di Pedesaan
	

-
	

-
	

-
	

424.965.000
	

441.717.000
	

-
	

-
	

-
	

424.965.000
	

441.717.000
	

0%
	

0%
	
0,
00
%
	
10
0
%
	
10
0
%
	
3,94
%
	
0,00
%

	Program Pengembang an, Penerapan TTG,
Pemanfaatan SDA dan Lingkungan
Hidup
	


103.381.
100
	



103.381.000
	



75.000.000
	



96.563.000
	


130.000.000
	



102.761.100
	



102.461.620
	



74.957.000
	



96.426.001
	



129.985.000
	


99%
	


99
%
	

99
,9
4
%
	

99
,8
6
%
	

99
,9
9
%
	


8,98
%
	


0,25
%

	Program Perkuatan Administrasi
, Keuangan dan Kelembagaa
n Desa
	

316.298.
100
	


97.071.500
	


444.560.000
	


330.424.000
	


534.726.000
	


286.438.100
	


97.070.500
	


444.455.700
	


326.629.250
	


503.968.950
	

86%
	

10
0%
	
99
,9
8
%
	
98
,8
5
%
	
94
,2
5
%
	

81,2
0%
	

2,62
%
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Uraian
	

Anggaran pada Tahun Ke
	

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke
	
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke
	
Rata - rata Pertumbuha n

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	201
3
	20
14
	20
15
	20
16
	20
17
	Angg
aran
	Reali
sasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Program Pembinaan Pengembang an Desa dan
Kelurahan
	

-
	

-
	

209.480.000
	

1.405.088.500
	

1.535.979.500
	

-
	

-
	

209.480.000
	

1.403.986.700
	

1.485.380.250
	

0%
	

0%
	
10
0
%
	99
,9
2
%
	96
,7
1
%
	
290,
03%
	
- 1,65
%
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2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD
Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya penggunaan data base pekon
Upaya menggerakkan pembangunan pekon berbasis potensi lokal dapat diukur sejauh mana data sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh pekon. Responsitas terhadap pengisian data profil setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan pekon secara real. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumber daya dan potensi p ekon dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat pekon kurang dan hampir tidak menggunakan data base pekon sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan pekon.
2. Kurang berfungsinya lembaga dan organisasi masyarakat pekon
Lembaga kemasyarakatan di pekon sebagai penggerak utama dalam pembangunan pekon kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat pekon untuk berpartisifasi aktif dalam pembangunan pekon, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melaui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program pembangunan dan paska pelaksanaannya kurang dimiliki sebagian masyarakat. Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga kemasyarakatan pekon dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disesbabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.
3. Melemahnya usaha ekonomi masyarakat
Peningkatan perekonomian pekon melalui badan usaha milik pekon (BUMPekon), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama
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dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian pekon akan mendorong stabilitas perekonomian pekon pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya.
4. Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya, potensi desa dan teknologi tepat guna serta lingkungan hidup
Sumber daya di pekon yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi pekon yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat pekon dalam mencapai kesejahteraan.
Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pekon masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan. Karena itulah diperlukan stimulasi transaformasi ilmu pengetahuan teknologi terapan yang dapat memaksimalisasi pengelolaan sumber daya, potensi dan lingkungan hidup di pekon.

Adapun Peluang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah :
1. Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan pekon sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon.
2. Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang di

fokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalan aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan saran dan prsasrana pendidikan dan pelayanan kesehatan.
4. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program
– program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2017-2022 merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.
Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pemberdayaan masyarakat dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.
Optimalisasi kinerja pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat di upayakan dengan menggali peluang-peluang program dan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.
Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut
:
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Tabel 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

	NO
	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	1.
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pekon
	1. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pekon
2. Rendahnya kualitas Pokjanal Posyandu Kecamatan/Pekon/Kelurahan dan Kader Posyandu
3. Belum kuatnya pondasi perekonomian pekon
	1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan pekon
2. Kualitas Kader Posyandu perlu ditingkatkan
3. Kelembagaan ekonomi pekon belum berfungsi secara optimal

	2.
	Rendahnya tata kelola manajemen dan administrasi pemerintahan pekon
	1. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Pekon belum maksimal
2. KinerjaKelembaga Pekon belum optimal.
	1. Kurangnya Tenaga Pengelola kegiatan dan Administrasi Keuangan yang bersertifikat
2. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Pekon.
3. Kualitas Anggota Lembaga Kemasyarakatan (LHP dan LPMP)masih perlu ditingkatkan.
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3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 VISI
Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.
Visi Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2017- 2022. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Lampung Barat yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2022 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.
Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu :
“ Terwujudnya Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera ". HEBAT:
Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa.

HARMONI
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian. Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan
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Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.
ELOK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosial- kemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.
BERDAYA SAING

Berdaya saing bermakna memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Segenap kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Lampung Barat diarahkan untuk mampu berkompetisi baik pada tingkat regional maupun internasional.
AMAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aman berarti:bebas dari bahaya, bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya), terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tenteram, dan tidak merasa takut atau khawatir. Dalam rumusan visi ini, AMAN bermakna Keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Lampung Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, kondisi ini perlu di pelihara dan dipertahankan sebagai salah satu prasyarat penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

TAQWA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taqwa berarti: terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; kesalehan hidup. Dalam rumusan visi ini, Taqwa bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek pembangunan.
Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Lampung Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Lampung Barat dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Lampung Barat. Visi Pembangunan tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut yaitu:
Mengoptimalkan potensi yang ada dan Sangat Besar bagi Kesejahteraan Masyarakat Lampung Barat
3.2.2 MISI
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:
1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan

memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.
Dinas Pemberdayaan masyarakat dan pekon Kabuapten Lampung Barat merupakan perwujudan misi ke 4 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik. Misi ini diarahkan untuk pembangunan pedesaan yang merupakan salah satu fokus utama Kabupaten Lampung Barat. Hal tersebut mengingat hampir seluruh kawasan di Kabupaten Lampung Barat adalah pedesaan. Indikator utama keberhasilan pembangunan desa yang digunakan saat ini adalah Indeks Kemajuan Desa (IKD).

3.3. TELA AHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA
3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015- 2019

Visi dan Misi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi merupakan Visi dan Misi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”. Berdasarkan peraturan presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Arah kebijakan Kementrian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terbagi menjadi tiga bidang antara lain :
1. Arah Kebijakan Bidang Desa.
Tujuan : meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.
Arah Kebijakan : menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui :
· Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisigeografis desa.
· Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.
· Pembangunan sumberdaya manusia, meningkatkan keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa.
· Penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
· Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan.
· Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa kota.
Sasaran Strategis : berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
2. Arah Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal.

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122 Kabupaten.
Arah Kebijakan :
· Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan.
· Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik
· Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.
Sasaran Strategis : mengentaskan minimal 80 Kabupaten Daerah Tertinggal menjadi kategori daerah maju dengan target outcome :
· Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DT menjadi 7,24 % pada tahun 2019;
· Menurunkan % penduduk miskin di DT menjadi 14,00% pada akhir tahun 2019;
· Meningkatnya IPM di DT sebesar 69,59% pada tahun 2019.
3. Arah kebijakan bidang pembangunan daerah tertentu Tujuan	:	menangani	daerah	rawan		pangan, meningkatkan	aksebilitas		dan	pelayanan	dasar	di wilayah perbatasan, pulau kecil dan terluar, serta daerah rawan bencana melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pasca konflik.

Arah Kebijakan :
· Penanganan daerKLah rawan pangan melalui peningkatan produksi, kemudahan distribusi dan diversifikasi terutama pada komoditas pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat;

· Peningkatan aksebilitas dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan, pulau kecil dan terluar;
· Penanganan daerah rawan bencana melalui mitigasi dan rehabilitasi; serta
· Penanganan	daerah	pasca	konplik	melalui rehabilitasi sosial dan ekonomi.
Sasaran Strategis :
· Tertanganinya 57 Kabupaten daerah rawan pangan;
· Meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana dasar di 39 Kabupaten perbatasan;
· Meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana dasar di 29 Kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar;
· Tertanganinya 58 Kabupaten rawan bencana dan daerah pasca konflik.
Program dan Kegiatan Kemendesa PDT & Transmigrasi Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
1. Program	Dukungan	manajemen	dan	tugas	teknis lainnya
2. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Program pembangunan kawasan perdesaan
4. Program pengembangan daerah tertentu
5. Program percepatan pembangunan daerah tertinggal
6. Program	penyiapan	kawasan	dan	pembangunan pemukiman transmigrasi
7. Program pembangunan dan pemngembangan kawasan transmigrasi
8. Program penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta informasi
9. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa provinsi lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas di atas menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan tekhnis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
5. Pengelolaan administratif.

DPMPD Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menjadikan Visi pembangunan yang tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019  sebagai
visi bersama (shared vision). Adapun Visi Propinsi Lampung yaitu    “   Menuju   Lampung   Maju   dan   Sejahtera”.
Selanjutnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran, DPMPD Provinsi Lampung menjadikan beberapa misi sebagai acuan, antara lain misi ke 1h (satu)yang tertuang ke dalam Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, misi ke 3 (tiga) yang tertuang ke dalam Program Pemantapan Koordinasi Lintas Sektoral, misi provinsi Lampung ke 5 (lima)yang tertuang dalam beberapa program

yaitu: Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Desa, Administrasi dan Kelembagaan Desa, serta Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.Selain misi ke 5 (lima), misi ke 4 (empat)juga sebagai acuan yang tertuang dalam Program Pengembangan, Penerapan dan Pembinaan Teknologi Tepat Guna, SDA dan Lingkungan Hidup. Selain itu, tugas dan fungsi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

Sebagai penjabaran misi Dinas PMPD Provinsi Lampung mempunyai 5 tujuansebagai berikut:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya dalam melaksanakanprogram/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahanBPMPD Provinsi Lampung.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaran pemerintahan desa/kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	dan	lembaga-lembaga kemasyarakatan,mewujudkan tatanan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis sertameningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga termasuk peningkatanperan serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
4. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat dan menuntaskan kemiskinan melalui pembangunan wilayah desa tertinggal.

5. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efesien dengan mendayagunakan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.
Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Tersedianya sarana, prasarana dan kualitas pelaporan berbasis kinerja yang dapat meningkatkan akutabilitas kinerja organisasi;
2. Optimalnya kualitas pemerintah desa/kelurahan dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan pengelolaan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan
3. Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi lembaga dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa/kelurahan.
4. Terselenggaranya fungsi usaha dan lembaga ekonomi pedesaan serta dukungan pengentasan kemiskinan terutama di daerah tertinggal.
5. Terkelolanya sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan
Dari visi dan misi Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 maupun visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa propinsi Lampung terlihat bahwa tujuan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa telah selaras dengan pusat maupun propinsi.

3.4. TELAAHAN RENSTRA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Guna melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Bupati Lampung Barat dan berdasarkan pada pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang tugas pokok dan fungsi Dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon Kabupaten Lampung

Barat, maka penyusunan rencana strategis dipandang perlu untuk mempertimbangkan pemanfaatan ruang / kawasan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara garis besar menitik beratkan pada pengentasan pekon tertinggal. Berdasarkan penghitungan Indeks kemajuan Desa Tahun 2017, Kabupaten lampung Barat mengalami penurunan yang cukup tinggi terkait jumlah pekon tertinggal. Jika pada tahun 2014 jumlah pekon tertinggal Kabupaten Lampung Barat sebanyak 38 Pekon, maka pada tahun 2017 berdasarkan updating jumlah pekon tertinggal sebanyak 19 Pekon. Disamping itu pula peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan peran masyarakat, melalui :
a. Peningkatan kapasitas apartur pemerintahan desa dan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan desa / pekon.
b. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
c. Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat pedesaan
d. Peningkatan pemanfaatan SDA dan TTG.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (Lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

	dimanfaatkan,
	akan
	menghilangkan	peluang
	untuk

	meningkatkan
	layanan
	kepada	masyarakat	dalam
	jangka

	panjang.
	
	
	



Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah sebagai berikut :
1. Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan pekon.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung pembangunan diperdesaan
4. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat
5. Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan
6. Rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah pekon
7. Masih kurangnya tingkat pemahaman SDM dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan
8. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender
9. Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi tepat guna( TTG)
10. Diberlakukanya undang -undang no 6 tahun 2014 tentang desa dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
11. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan dan 131 Pekon. Berdasarkan Indeks kemajuan Desa tahun 2017 jumlah pekon tertinggal Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan cukup tinggi. Dimana pada tahun 2014 jumlah pekon tertinggal sebanyak 38 pekon, maka pada tahun 2017 berdasarkan hasil updating jumlah pekon tertinggal ada 19 pekon. Pada umumnya ketertinggalan pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat karena sulitnya akses menuju fasilitas umum. Tofografi daerah yang sebagian besar daerah berbukit dan sering terjadi gempa.

Adapun tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon Kabupaten Lampung Barat merupakan penjabaran dari misi 4 sasaran 4.1.5 RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017- 2022 yaitu “Menurunnya Desa Tertinggal”. Untuk pencapaintujuan di atas maka ditetapkan sasaran dan indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 7. Indikator Tujuandan Target Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PekonKabupaten lampung Barat

	
No
	
Tujuan
	
Indikator Tujuan
	Target Kinerja Tujuan

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
1.
	Menurunnya Desa Tertinggal
	
Persentase desa tertinggal
	
19,85%
	
9,92%
	
0%
	
0%
	
0%
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Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten lampung Barat

	
No
	
Tujuan
	
Sasaran
	
Indikator Sasaran
	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	

1.
	

Menurunnya Desa Tertinggal
	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon
secara partisipatif
	
Persentase Pekon dengan status mandiri
	

0%
	

1,53%
	

3,82%
	

7,63%
	

11,45%
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5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan harus diupayakan untuk dicapai secara bertahap. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat diperlukan adanya kerja kolektif dan partisipasi dari seluruh stakeholder pembangunan. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baru diperlukan perubahan atau penyesuaian paradigma pembangunan menuju peningkatan partisipasi masyarakat.
Upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022,yang mengacu pada tiga arus utama (Mainstream) perubahan paradigma pembangunan, yaitu dengan mengubah arah ke arah yang tepat (Reorientasi), penempatan diri pada posisi yang tepat (Reposisi), dan bersandar pada kekuatan rencana yang baik (Revitalisasi).

 (
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Tabel 9 Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi

	VISI RPJMD : TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA

	MISI 4 RPJMD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik

	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Arah Kebijakan

	

Menurunnya Desa Tertinggal
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			dalam pembangunan	dan		tata kelola	pemerintahan pekon secara partisipatif
	

Mengoptimalkan	fungsi	lembaga kemasyarakatan pekon dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan.
	1. Mendorong kemandirian masyarakat pekon
2. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan keluarga
3. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) yang
berwawasan lingkungan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun berdasrkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan, baik dari tingkat pusat maupun daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat. Mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

6.1. RENCANA PROGRAM
Rencana program untuk Tahun 2017-2022Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPekonadalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pekon
7. Program Perkuatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon.

6.2. RENCANA KEGIATAN
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat padaTahun 2017- 2022 yaitu :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
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5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –
Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12. Penyediaan Jasa Propaganda /Publikasi /Pameran
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
14. Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Mebeleur
5. Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9. Pengadaan Alat-alat Studio
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Penyusunan Renstra SKPD 2017 – 2022
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V. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1. Penyusunan Buku Profil Pekon/Kelurahan
2. Koordinasi Karya Bhakti TNI
3. Koordinasi TMMD TNI
4. Evaluasi Perkembangan Pekon
5. Koordinasi Gerakan Membangun Desa Sang Bumi Rua Jurai (Gerbang Desa Saburai)
6. Sinkronisasi, koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pekon
7. Peningkatan Kapasitas Pekon
8. Lomba Inovasi Alat TTG Tingkat Kabupaten
9. Pembinaan dan Pemanfaatan Lahan Potensial di Pekon
10. Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
11. Pembinaan Ekonomi Potensial di Pekon
12. Koordinasi Pemberdayaan Pekon Tertinggal
13. Pelatihan Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
VI. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Pekon
1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
2. Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembinaan dan Pengembangan Posyandu
4. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon (KPMP)
5. Gerakan Kesatuan Gerak PKK (KESRAK PKK)
6. Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten
7. Pelatihan Kader PKK dan Kader UP2K Pekon
8. Pembinaan Pasar Desa
9. Pelatihan Pengurus Pasar Desa
10. Monev UPK Kecamatan
11. Pembinaan Pengembangan BUMPekon
12. Pelatihan Kewenangan Pekon
VII. Program Perkuatan Administrasi dan Kelembagaan Pekon
1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD/ADP
2. Bimbingan Tekhnis Pengelola Keuangan Pekon
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3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pekon
4. Pelaksanaan Rapat Kelembagaan Pekon Tingkat Kecamatan
5. Percepatan Pelaksanaan Tata Kelola APBPekon
6. Satgas Sistem Keuangan Pekon
7. Pelatihan aparatur pemerintahan pekon dan kecamatan
8. Operasional Panitia Kabupaten Dalam Rangka Pemlihan dan Pelantikan Peratin
9. Bimtek Panitia Pemilihan Pekon dalam Rangka Pemilihan dan Pelantikan Peratin
10. Pelatihan Tim Satgas Sistem Keuangan Pekon (SISKEUDES)
11. Rapat Koordinasi Aparatur Pekon dan Kelembagaan Pekon


6.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Selama periode waktu 2017-2022. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya Indikator Kinerja Utama Dinas PMP Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:
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Tabel 10. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2017-2022

	TUJUAN : MENURUNNYA DESA TERTINGGAL

	
SASARAN
	
INDIKATOR SASARAN / (IKU)
	TARGET

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon secara
partisipatif
	

Persentase Pekon dengan status mandiri
	

0%
	

1,53%
	

3,82%
	

7,63%
	

11,45%
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6.4. KELOMPOK SASARAN

Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Alam merupakan faktor penentu pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tercapainya pembangunan perlu ditentukan kelompok sasaran berdasarkan Wilayah/Lokasi, SDA dan SDM.
a. Sasaran Wilayah/Lokasi
Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dilaksanakan di 15 Kecamatan, 131 Pekon dan 5 Kelurahan yang tersebar di Kabupaten Lampung Barat.
b. Sasaran Sumberdaya Manusia
Seluruh aparatur pemerintahan Pekon dan Kelurahan yang ada di
131 Pekon dan 5 Kelurahan yaitu Peratin, Juru Tulis dan Pemangku/Kaling.
c. Lembaga / Organisai Kemasyarakatan di lingkup pekon

6.5. RENCANA PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan financial yang mencukupi.
Dana indikatif yang diperlukan melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun ke lima Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat
sejumlah Rp. 56.352.958.000 (Lima Puluh Enam Milyar Tiga
Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.
Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 - 2022 terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Persentase desa tertinggal.
Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022 ditampilkan dalam Tabel berikut ;
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Tabel 11. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	

Misi RPJMD
	
Indikator Tujuan RPJMD
	
Sasaran RPJMD
	
Indikato r Kineja
	Kondisi Awal RPJMD
	Target Capaian
	Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD

	
	
	
	
	
	
2018
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	

	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik
	


Indeks reformasi birokrasi (Predikat)
	



Menurunnya desa tertinggal
	


Persenta se desa tertingg al
	




29,00%
	




19,84%
	




9,92%
	




0%
	




0%
	




0%
	




0%
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Tabel 12.
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 2017-2022


	

NO
	

Indikator
	Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
	
Target Capaian Setiap Tahun
	
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
1
	Persentase Pekon dengan status
mandiri
	0
	0%
	1,53%
	3,82%
	7,63%
	11,45%
	11,45%
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Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja OPD dalam kurun waktu lima tahun (2017-2022), sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

Disadari bahwa untuk mencapai target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tahun 2018-2022 tidaklah mudah, namun jika dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, kerja keras dan kerja tuntas dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Kami optimis bahwa target tersebut dapat dicapai. Tidak kalah penting adalah dukungan dan sinergitas para pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama, serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Pada akhirnya, program dan kegiatan yang telah dirancang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2017-2022 ini dapat di implementasikan sesuai target dan memberi konstribusi yang terukur dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 (
Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022
) (
53
)
image1.jpeg




